
 

 

Nomor : 400.14.1.1/15070/436.8.6/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Pedoman Peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan 
Republik Indonesia (RI) Tahun 2024

    Surabaya, 24 Juli 2024

   
Yth. (Daftar Nama Terlampir)
  di -
        Surabaya

SURAT EDARAN

Memperhatikan :

Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-40/M/S/TU.00.03/07/2024 Tanggal 2 

Juli 2024 Hal Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang 

Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2024.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 

2024 adalah "Nusantara Baru, Indonesia Maju";

2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya secara serentak 

pada kesempatan pertama di lingkungan masing-masing, Penggunaan logo berpedoman pada 

situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (https://www.setneg.go.id);

3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan Peringatan Hari Ulang Tahun 

(HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2024 ke dalam berbagai bentuk 

media, antara lain desain/tampilan, situs/media sosial, tayangan pada televisi dan daring, 

dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir, 

media publikasi cetak, elektronik dan lain-lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-

masing;

4. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 

s.d 31 Agustus 2024;

5. Pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 10.17 WIB s.d 10.20 WIB selama 3 menit, menghentikan 

semua kegiatan. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara 

serentak di berbagai lokasi untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian 

menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi 

membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan;

6. Untuk mendukung pelaksanaan pada angka 5 di atas, jajaran TNI dan Polri serta kantor-kantor 

instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya 

sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan;
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7. Memerintahkan kepada :

  a. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk meneruskan kepada 

Perusahaan Swasta

b. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk 

meneruskan kepada Pengelola Mall dan Pusat Perbelanjaan

c. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya 

untuk meneruskan kepada Pengelola Hotel/Restoran/Tempat Hiburan dan Pariwisata

d. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar meneruskan kepada lembaga pendidikan 

setingkat TK, SD dan SMP Negeri dan Swasta

e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya 

untuk meneruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah

f. Camat untuk meneruskan kepada Lurah/LPMK/RW/RT sesuai wilayah kerja masing-masing

     Demikian untuk menjadi perhatian.

Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
Walikota Surabaya

ERI CAHYADI, S.T., M.T
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  Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 24 Juli 2024

Nomor : 400.14.1.1/15070/436.8.6/2024

  
Kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD

2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

3. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

4. Asisten Administrasi Umum

5. Inspektur

6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9. Kepala Badan Pendapatan Daerah

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

14. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata

15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16. Kepala Dinas Kesehatan

17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

19. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana

23. Kepala Dinas Pendidikan

24. Kepala Dinas Perhubungan

25. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

28. Kepala Dinas Sosial

29. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

30. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

31. Kepala Bagian Organisasi

32. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

33. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan

34. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

35. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan

36. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada
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37. Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie

38. Camat Asemrowo

39. Camat Benowo

40. Camat Bubutan

41. Camat Bulak

42. Camat Dukuh Pakis

43. Camat Gayungan

44. Camat Genteng

45. Camat Gubeng

46. Camat Gunung Anyar

47. Camat Jambangan

48. Camat Karang Pilang

49. Camat Kenjeran

50. Camat Krembangan

51. Camat Lakarsantri

52. Camat Mulyorejo

53. Camat Pabean Cantian

54. Camat Pakal

55. Camat Rungkut

56. Camat Sambikerep

57. Camat Sawahan

58. Camat Semampir

59. Camat Simokerto

60. Camat Sukolilo

61. Camat Sukomanunggal

62. Camat Tambaksari

63. Camat Tandes

64. Camat Tegalsari

65. Camat Tenggilis Mejoyo

66. Camat Wiyung

67. Camat Wonocolo

68. Camat Wonokromo
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